
BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang

Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu

untuk menyusun Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang

Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan, beserta aturan pelaksanaannya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3667);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadl
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi
Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4779);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Wilayah
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, beserta aturan

pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi

Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4779);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
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20.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 07/MEN/
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan
Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.
04/MEN/2009;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

22.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/
2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten
Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor li).

Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/
2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan
Perikanan;

2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang /Mat Penangkapan Ikan Di

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS

POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-udangan.
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4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah,
Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.

5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau
desa serta dari pemerintah Kabupaten kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.

11. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tulang Bawang.

12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.

13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;

14. Ikan adalah semua jenis hasil perairan berupa ikan, udang, kerang,
kepiting, ubur-ubur, bekicot, serta hasil perairan lainnya baik berupa
binatang atau tumbuhan yang hidup dilaut atau perairan daratan
kecuali bunga karang atau hasil laut lainnya yang dilindungi;

15. Nelayan adalah mereka yang mata pencahariannya seluruh atau
sebagian dari usaha perikanan laut dan perairan lainnya;

16. Petani ikan adalah mereka yang mata pencahariannya seluruh atau
sebagian dari usaha perikanan budidaya dan pemeliharaan diperairan
lainnya;
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17. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum
untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan
mengepakkan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan

komersil;
18. Pengusaha perikanan adalah pengusaha yang bergerak dibidang

penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perairan;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.

21. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonoml
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dl
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten.

Bagian «edua
Tugas

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan
yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
Peraturan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
1. Pengelolaan dan pemanfeatan perikanan di wilayah laut kewenangan

kabupaten;
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2. koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan
kewenangan kabupaten;

3. pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan
kabupaten;

4. dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan
penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten;

5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang
menggunakan tenaga kerja asing;

6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan
kewenangan kabupaten;

7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah
kewenangan kabupaten;

8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan

ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten;
10. Pelaksanaan kebijakan sistem kemodalan, promosi, dan investasi di

bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten;
11. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan

serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten;
12. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan

ikan (tpi);

13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada
wilayah perbatasan dengan negara lain;

14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 gt;

16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap

ikan;
18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan

penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran

sampai dengan 10 gt;

20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan
penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten;

21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan

rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten;

22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
23. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
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24. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air
payau dan laut;

25. Pelaksanaan kebijakan mutu/induk ikan;
26. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih air

tawar, air payau dan laut;
27. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta

pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
28. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
29. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfeatan air dan tata

lahan pembudidayaan ikan;
30. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan

prasarana pembudidayaan ikan;
31. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih

ikan;
32. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
33. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih

ikan;
34. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis,

induk dasar dan benih alam;
35. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang

pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di
wilayah kabupaten;

36. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan,

pengedaraan dan/atau pemeliharaan ikan;
37. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

38. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit

penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan

kesehatan ikan dan lingkungan serta pelaksanaan pengelolaan

kesehatan ikan dan lingkungannya;

39. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah
penyakit ikan;

40. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah/kota;

41. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
42. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan

sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
43. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha

pembudidayaan ikan;
44. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan

wilayah laut kewenangan kabupaten;
45. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan

pemasarannya;
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46. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
47. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transfortasi

dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip pmmt atau
haccp;

48. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan
cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/
lingkungan tempat ikan hidup;

49. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil
perikanan;

50. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan di kabupaten;

51. Pelaksanaan kebijakan pengelola sumberdaya kelautan dan ikan di
wilayah laut kewenangan kabupaten;

52. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di
wilayah laut kewenangan kabupaten;

53. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan
kabupaten;

54. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut
kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi
pelanggaran di luar bates kewengan kabupaten;

55. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfeatan sumberdaya laut di
wilayah kewenangan kabupaten

56. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan
pemanfaatan wilayah laut;

57. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenagan kabupaten

58. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi

sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfeatan sumberdaya

kelautan di wilayah kewenangan kabupaten;
59. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfeatan benda beharga

dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan

pemerintah dan provinsi;
60. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksplorasi,

eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut
kewenangan kabupaten;

61. Peningkatan kebijakan kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan
perikanan;

62. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di
wilayah;
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63. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama
dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut
terpadu;

64. Pelaksanaan pemetasan potensi sumberdaya kelautan di wilayah
perairan laut kewenangan kabupaten;

65. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan
wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten;

66. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam
kewenangan kabupaten;

67. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya
ikan serta lingkungan;

68. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan
rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungan;

69. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk
diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah

Republik Indonesia;
70. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;

71. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah

laut kewenangan kabupaten;

72. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut
kewenangan kabupaten;

73. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfeh spesifik lokasi di wilayah

laut kewenangan kabupaten;

74. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan

kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya

diwilayah kabupaten;

75. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang

perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten;
76. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasiperairan

dan rehabilitasi perairan diwilayah kewenangan kabupaten;

77. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendaliantata ruang

laut wilayah kewenangan kabupaten;

78. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan

sumberdaya ikan kewenangan kabupaten;

79. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami

kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang);

80. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah
perikanan;

81. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem
pengendalian hama dan penyakit ikan;
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82. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi
perbenihan ikan;

83. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan
bakunya;

84. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi

dan unit penyimpanan hasil perikanan;
85. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;

86. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-
pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten;

87. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut
kewenangan kabupaten;

88. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat
fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinana bidang

kelautan dan perikanan di kabupaten;

89. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten; dan
90. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan

dan perikanan di kabupaten.

BABIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP),

membawahi :
1. Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
2. Seksi Sumber Daya dan Pengembangan Usaha.

d. Bidang Bina Produksi Ikan, membawahi :
1. Seksi Perikanan Budidaya;

2. Seksi Perikanan Tangkap.

e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP),
membawahi :
1. Seksi Pengawasan, Pengendalian, Konservasi Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan;
2. Seksi Pengelolaan Tata Ruang dan Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir.
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f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABIV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam
menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten
(desentralisasi) dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi
kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

beriaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan

tugas;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Kelautan dan Perikanan;

d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang
ditetapkan oleh Bupati;

e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Kelautan dan
Perikanan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan
kebijaksanaan atau membuat keputusan;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama

dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional

dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan;
h. Pelayanan administratif;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib
penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Kelautan dan
Perikanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;

b. Pengelolaan administrasi keuangan;

c. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan,
perlengkapan dan kerumahtanggaan;

d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan

informasi kelautan dan perikanan;
e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan

evaluasi program kelautan dan perikanan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan
pengolahan dan penyajian data informasi bidang kelautan dan
perikanan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi
kinerja Dinas di bidang kelautan dan perikanan.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana keija

dan anggaran dinas;
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b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi
pengelolaan kelautan dan perikanan;

c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program
serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang
pengelolaan kelautan dan perikanan;

d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan

kelautan dan perikanan;
e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP);

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasl
progam serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;

g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina
Program;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan

ketatausahaan, pertengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan

kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan

administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Kelautan dan

Perikanan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah
sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan

dan pengarsipan;

b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel

Dinas Kelautan dan Perikanan, operator telepon dan faximile,
pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;

c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai
dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris,
penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris

ruangan sampai penghapusan inventaris;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan,
dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;

e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai,

kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran

gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
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f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi
peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian
ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara,
pemberhentian dan pensiun;

g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis /
Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian
penghargaan PNS;

h. Menyelenggaraan tata usaha kepegawaian, meliputi absen,
pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif,
promosi, diklat dan tugas /ijin belajar;

i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan
lainnya di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan;

j. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan
penyusunan laporan keuangan;

k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan
anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan, baik belanja

langsung maupun belanja tidak langsung.

I. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan
bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

m. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP)

serta menyiapkan bahan tindak lanjut;

n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum,
Kepegawaian dan Keuangan;

o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Pasal 12

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) adalah unsur
pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam

rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).
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Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) mempunyai fungsi :
a. Pemahaman semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan

lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

b. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan sarana dan
prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

c. Penyusunan perencanaan, pembinaan, pengembangan teknologi
pengolahan hasil perikanan;

d. Penyusunan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit alat penyimpanan

hasil perikanan;

e. Penyusunan perencanaan, pembinaan, pengembangan konsumsi ikan
yang aman dan gizi masyarakat;

f. Penyusunan perencanaan, pembinaan, pengembangan pemasaran
dalam kabupaten dan luar kabupaten;

g. Penyusunan perencanaan, pembinaan, pengembangan usaha kecil,
menengah dan modem;

h. Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

i. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
j. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi

dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau

HACCP;
k. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan

cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/

lingkungan tempat ikan hidup;

I. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil
perikanan;

m. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan di kabupaten;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 15

(1) Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas

menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi
dan penyusunan laporan Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan.

Rincian tugas Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan adalah
sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan Seksi Teknologi

Pengolahan Hasil Ikan dan Gizi;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan menghimpun

bahan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana
pengolahan hasil periknan dan sistem rantai dingin (cold chains
system);

c. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan konsumsi ikan
yang aman dan gizi masyarakat

d. Menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman pelaksanaan
inspeksi surveilain dan verifikasi penerapan Program Manajemen

Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard analysis Critical Contol Point
(HACCP);

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan apresiasi dan sosialisasi
penerapan sistem pengawasan dan pengendalian mutu;

f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap sistem
pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan;

g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknologi

Pengolahan Hasil Perikanan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Sumber Daya dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas

menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi
dan penyusunan laporan Seksi Sumber Daya dan Pengembangan

Usaha.

Rincian tugas Seksi Sumber Daya dan Pengembangan Usaha adalah
sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan Seksi Sumberdaya dan

Pengembangan Usaha;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan pengolahan usaha

kecil, menengah dan modem;
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c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam
kabupaten dan luar kabupaten;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan jaringan,
distribusi pemasaran dan informasi pasar;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan kemitrausahaan di
bidang pemasaran dalam kabupaten maupun luar kabupaten;

f. Melakukan promosi, pengembangan investasi dan permodalan
usaha perikanan;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan,
penyajian informasi data statistik pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan;

h. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumberdaya dan
Pengembangan Usaha;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat
Bidang Bina Produksi Ikan

Pasal 16

Bidang Bina Produksi Ikan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Bina Produksi Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Bina Produksi Ikan dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17

Peraturan ini, Bidang Bina Produksi Ikan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan

kabupaten;

b. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan

kewenangan kabupaten;

c. Pelaksanaan dan koordinasi periindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan

kabupaten;
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d. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan
penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten;

e. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan
kewenangan kabupaten;

f. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah
kewenangan kabupaten;

g. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan
ketenagakeijaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten;

h. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah
kewenangan kabupaten;

i. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan

serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten;
j. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan

Ikan (TPI);

k. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
I. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran

sampai dengan 10 GT;
m. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan

penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten;

n. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan

rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten;
o. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
p. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perairan di air tawar, air

payau dan laut;
q. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
r. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih

ikan air tawar, air payau dan laut;
s. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta

pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
t. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
u. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata

lahan pembudidaya ikan;
v. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan

prasarana pembudidayaan ikan;
w. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih

ikan;
x. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
y. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih

ikan;
z. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis,

induk dasar dan benih alam;
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ê. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing

diwilayah kabupaten;
a. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan,

peredaran dan/atau pemeliharaan ikan;
ö. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

aa. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit
penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan

kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan

kesehatan ikan dan lingkungannya;

bb. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah
penyakit;

cc. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten;

dd. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
ee. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan

sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
ff. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan

wilayah laut kewenangan kabupaten.

gg. Pembinaan serta pengembangan sarana dan prasarana budidaya dan
tehnik budidaya ikan;

hh. Pembinaan pencegahan, pemberantasan hama penyakit dan
pencemaran lingkungan;

ii. Pembinaan dan pengembangan tehnik penangkapan ikan;
jj. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan

ikan;
kk. Pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga,

sarana, prosedur, dan metode pengujian sesuai standar
HACCP/PMMT;

II. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan UPR,
POKDAKAN, penyuluhan, peneliti, dan pengusaha di bidang

perikanan;
mm. Pemberdayaan pengolahan usaha perikanan skala kecil, menengah,

dan industri serta melakukan pengembangan sarana dan prsarana
pengolahan usaha perikanan;

nn.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(l)Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan,
perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan

laporan Seksi Perikanan Budidaya.
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Rincian tugas Seksi Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan pembinaan peningkatan tehnik budidaya

pembenihan dan pembesaran pada BBI, UPR serta kelompok
pembudidayaan ikan (POKDAKAN);

b. Melaksanakan monitoring serta pengelolaan perbenihan,
peningkatan tehnik pemijahan, seleksi dan penyaluran
indutybenih unggul kepada UPR dan POKDAKAN;

c. Melaksanakan pengamatan pemberantasan hama penyakit serta
pengamatan pencemaran perairan budidaya;

d. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberikan bimbingan

produksi;
e. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan

srtifikasi perbenihan meliputi sarana dan prasarana tenaga kerja;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan,

perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan

laporan Seksi Perikanan Tangkap.

Rincian tugas Seksi Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan monitoring perkembangan teknologi penangkapan

ikan, musim penangkapan dan daerah penangkapan;

b. Mempelajari teknik penggunaan sarana penangkapan ikan;
c. Melaksanakan monitoring tingkat pengelolaan dan sumber hayati

perikanan serta melaksnakan usaha-usaha pencegahan

pencemaran lingkungan;

d. Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Mobilitas
Bertahap (UPMB);

e. Penyiapan bahan penetapan tata ruang laut sesuai dengan peta

potensi laut;
f. Mengembangkan usaha perikanan tangkap;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.
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Bagian Kelima
Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(PSDKP)
Pasal 20

Bidang Pengawasan, Pengendalian, Konservasi Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan (PSDKP) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Pengawasan, Pengendalian, Konservasi Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di
bidang Pengawasan, Pengendalian, Konservasi Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan
ini, Bidang Pengawasan, Pengendalian, Konservasi Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pengembangan pesisir laut;
b. Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, mitigasi bencana dan

pencemaran lingkungan;

c. Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang laut dan pesisir;

d. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah
perikanan;

e. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem
pengendalian hama dan penyakit ikan;

f. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan
bakunya;

g. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi
dan unit penyimpanan hasil perikanan;

h. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
i. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-

pulau kecil di wilayah kabupaten;
j. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut

kewenangan kabupaten;
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k. Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, penanganan dan
pelanggaran;

I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Pengawasan, Pengendalian, Konservasi Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan,
pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi
Pengawasan, Pengendalian, Konservasi Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan.

Rincian tugas Seksi Pengawasan, Pengendalian, Konservasi Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan dan perikanan;
b. Mengembangkan dan meningkatkan sistem masyarakat pengawas

(SISMAWAS);

c. Menyiapkan dan memelihara sarana dan prasarana pengawasan

dan pengendalian sumberdaya perikanan dan sumberdaya

kelautan;
d. Melaksanakan operasional dan menyiapkan logistic kegiatan

pengawasan sumberdaya kelautan perikanan;

e. Penataan wilayah konservasi dan konservasi ikan;
f. Rehabilitasi wilayah konservasi dan konservasi ikan dan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengelolaan Tata Ruang dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan

evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pengelolaan Tata
Ruang dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Tata Ruang dan Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir adalah sebagai berikut :
a. Pengelolaan dan pemanfaatan pesisir laut;
b. Pengendalian pesisr;

c. Rehabilitasi dan pendayagunaan pesisir dan lautan;
d. Menyusun tata ruang laut dan pesisir;

e. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang laut dan pesisir;
EAORGAMM^Th201 8tatdoc 23



f. Pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pesisir;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dapat di bentuk
sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur
pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan
dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional

dikoordinasikan dengan Camat.
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan
yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan
Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas
Kelautan dan Perikanan dan pelaksanaan urusan administrasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas

Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk,
diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan

kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang

berlaku;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan

ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 26

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberiientikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang berlaku;
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(2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II
dilakukan oleh Bupati;

(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala
Bidang dilakukan oleh Bupati;

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya

yang ditunjuk.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan
tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang
ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD

Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
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Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu
oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 35

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat
melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan

perllndang-Undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala
Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk

oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan

perllndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing
pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan
kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian
sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang

Bawang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang

Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau

bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : ig October 2011

BUPATI TULANG BAWANG,

Diundangkan di
pada tanggal

: Menggala

: 20 oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 23
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